Kebijakan keterbukaan informasi publik sudah memasuki tahun ketujuh pelaksanaannya, sejak diundangkan pada tahun 2008 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2010. Sebagaimana pelaksanaan kebijakan lainnya, butuh monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan agar implementasi kebijakan itu tidak melenceng dari yang diharapkan. Di era pemerintahan Jokowi ini, cita-cita untuk mewujudkan open goverment semakin dekat dengan dukungan perkembangan teknologi informasi. Tetapi bagaimana implementasinya di daerah? Penelitian ini ingin memotret implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur, yang terdiri atas 38 kabupaten/kota dan 56 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pemerintah kabupaten atau kota, implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini mengalami perkembangan yang menggembirakan, tetapi tidak demikian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Demikian juga dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi juga mengalami perkembangan meski masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugasnya. 
Temuan Data

Indeks Persepsi
Secara keseluruhan hasil wawancara 
